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Abstrac: In 2018 the Bill on "Islamic Boarding Schools and Religious Education" 
was born and was passed into Law no. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding 
Schools. This law gives the same recognition to Islamic boarding school graduates 
as the government recognizes general education. Some of the regulations in this law 
are considered controversial because they require Islamic boarding schools to 
follow government regulations even though Islamic boarding schools have always 
had their own regulations. The focus of the research is the attitude and 
communication of Islamic boarding school organizations in responding to Law 18 
of 2019. This research was conducted at two Islamic boarding schools. Sukorejo 
Islamic Boarding School and Al Azhar Situbondo Islamic Boarding School. This 
research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The data collection 
technique uses observation, interviews and documentation studies. The results of 
the research show that the Sukorejo Islamic Boarding School expresses appreciation 
for the Islamic Boarding School Law by continuing to carry out studies. Meanwhile, 
the Al Azhar Situbondo Islamic Boarding School refused. Sukorejo Islamic Boarding 
School as an organization responds to this with two forms of communication, 
namely internal and external. Internal communication consists of receiving reports 
from Islamic boarding school administrators and holding conceptual meetings. 
Meanwhile, external communication is holding halaqoh for Islamic boarding school 
caregivers, sending official letters to the government, holding halaqoh for the 
regional regulation on Islamic boarding school development and Islamic boarding 
school caregivers communicating directly to the president. Meanwhile, the Al Azhar 
Situbondo Islamic Boarding School does not communicate internally. External 
communication was carried out by providing direct rejection in several halaqoh 
activities that were participated in, including at the Sukorejo Islamic Boarding 
School, Demong Situbondo and Nurul Jadid Probolinggo. 
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A. PENDAHULUAN  

Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 dalam alinia ke empat.  

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial .... 1  

Oleh karenanya negara juga harus menyediakan berbagai instrumen guna 

memenuhi tujuan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konstitusi negara Indonesia diatur bahwa 

pendidikan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk hadir bagi 

masyarakatnya. Termasuk salah satu tujuan pendidikan adalah dapat menguatkan 

keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 3 

undang-undang dasar 1945. “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam 

undang-undang”.2 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam di Indonesia yang 

hadir untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Pondok 

pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan islam karena merupakan lembaga 

yang berupaya menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri.3 Santri 

sendiri merupakan sebutan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan dan 

mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.4 Mendalami ilmu agama ini bagi sebagian 

orang menjadi suatu kewajiban. Bertujuan agar ada yang dapat memberikan 

                                                             
1 Trisna Wulandari, Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4 dan Maknanya (detik.com) 
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-
maknanya. 
2 Ali Hardi, Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan 
nasional (Jurnal Ketatanegaraan Volume 007 No.1 2018), 121.  

3 Abd Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren. (Yogyakarta: IKAPI, 2013), 33 

444 Lihat Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. dalam https://id.wikisource.org/wiki/Undang-

Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantre

n. 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantren
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantren
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantren
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peringatan kepada suatu kaum. Sebagaimana perjelasan Prof. Dr. M. Quraish Shihab 

dalam kitab tafsirnya bahwa : 

.... tidak pergi dari tiap-tiap kelompok besar di antara mereka beberapa orang dari 

kelompok itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang 

agama sehingga mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka ......5  

Penjelasan tersebut berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat at-Taubah 

ayat 122. 

ا فىِ الدّيْنِ لّ فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طَا ئفَِةٌ لِيَتفَقًَّهُوْ كُفَلوَْ لََ نفََرَ مِنْ  خوَمَاكَانَ الْمُؤْمِنوُْنَ لِينَْفِرُوْا كَآفَّةً 

 نَ وْ وَلِينُْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اذِاَ رَجَعوُْا الِيَْهِمْ لعَلََّهُمْ يحَْذرَُ 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya.6 

Pondok Pesantren terdapat beberapa unsur di antaranya ada pondok, masjid, 

santri, kiai, dan pengajaran kitab-kitab klasik islam.7 Dalam sejarahnya pesantren 

sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam 

merealisasikan kemerdekaan.8 bahkan pesantren hadir di negeri ini jauh sebelum 

proklamasi kemerdekaan 1945.  

Secara historis pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir 

dan tumbuh serta mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pendapat 

Muhammad Husni Rasyid bahwa “pesantren sebagai lembaga pendidikan 

masyarakat Indonesia yang telah mengakar jauh sebelum islam masuk ke Indonesia, 

hingga dewasa ini masih dibutuhkan oleh masyarakat.”9 Pesantren telah 

memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di 

daerah pedesaan (kebanyakan di pulau Jawa). Dan sejak awal pesantren secara 

sengaja turut serta mengambil tanggung jawab mendidik masyarakat Indonesia 

secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Lebih jauh menurut Geertz secara 

tradisional, pesantren telah mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari 

                                                             
5 M. Quraish Shihab, Al Lubab (Tanggerang; Lentera Hati, 2012), 601  

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, al-Taubah: 122, 206 

7 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pondok Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, (Jakarta: LP3ES, 1985), 15 

8 Ida Riyani, Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021 (Jurnal, Tarbawi Volume 07 No. 02, Juli – 

Desember 2022), 32. 

9 Muhammad Rusdi Rasyid, Eksistensi Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Jurnal, Al-Riwayah, Volume 7, Nomor 1, April 2015), 127 
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pemerintah.10 

Pondok pesantren sejak dahulu memang memiliki independensi dan 

kemandirian. kemandirian inilah merupakan ajaran dan nilai yang diajarkan kepada 

para santri dengan memerintahkan mereka untuk menjadi independen dan mampu 

merawat diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pertolongan orang lain.  

Independensi merupakan kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada orang 

lain dalam menentukan keputusan, menentukan pilihan dan ditopang dengan rasa 

percaya diri yang kuat.11 Mandiri bermakna mampu memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dan tidak bergantung orang lain.12 Begitulah pesantren selama ini 

penghidupannya tidak tergantung terhadap pemerintah. Mulai dari sumber 

keuangan, tata kelola bangunan, termasuk dari sisi tata kelola pendidikan, 

kurikulum dan lain sebagainya di atur secara mandiri ala khas pesantren.  

Proses pendidikan ala khas pesantren di kenal dengan istilah musyawarah, 

ada bahtsul masail, setoran dan lalaran, mayoran, tradisi ro’an13 dan lain sebagainya. 

Kemudian pada perkembangan selanjutnya pesantren dari sistem klasikal menjadi 

sistem formal dengan mulai menerapkan sistem pembelajaran madrasah “madrasah 

diniyah”14 mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah dengan kelas ula, wustha dan 

ulya. Pesantren selama ini dalam legalitasnya berada di bawah kewenangan 

pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan mandat kepada Menteri Agama 

untuk melaksanakan semua urusan pemerintah terkait agama, termasuk pendidikan 

keagamaan.15  

Meskipun pondok pesantren secara historis telah turut mengambil tanggung 

jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun masih mendiskriminasikan 

pesantren. Pendidikan ala khas pesantren tidak mendapat pengakuan sebagai 

bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Pendidikan pesantren hanya 

dianggap sebagai pendidikan nonformal. Lulusan pesantren tidak dapat masuk 

                                                             
10  (Geertz, 1976). Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia  – Sebuah Proyeksi” di ambil dari 

wesite chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-

undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf 

11 Desmita, Psikologi Belajar. (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2012), 10 

12 Samani, Muchlas, Hariyanto, Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2012), 131 

13 Ervin Canda Rinaningtyas, Amin Yusuf, The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri (Jurnal Untirta, Vol. 6 No 1 Februari 2021), 

15. 

14 Sri mundariyah, Kajian sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah (Jurnal, Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam; Vol. 1 No.2, 2021), 106 

15 Lihat pasal Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. 
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dalam dunia kerja di instansi atau lembaga pemerintahan. Ijazahnya tidak diterima 

untuk mengakses hak sipil dan politiknya. Hal tersebut dikarenakan pesantren tidak 

bisa dimonitor untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang 

diatur dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010.  

Pada perkembangannya, pesantren-pesantren yang baru berdiri telah 

mengintegrasikan dengan kurikulum nasional di luar ajaran keagamaan informal 

mereka. Namun bagi pesantren yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka 

masih mempertahankan pendidikan ala khas pesantren dengan menggunakan 

kurikulum pesantren sendiri. Seperti Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Sidogiri 

Pasuruan, Pesantren Sukorejo Situbondo dan lain sebagainya. Meskipun sebagian 

sudah ada yang mengintegrasikan atau memiliki lembaga madrasah atau sekolah 

formal. Tetapi bagi Pesantren Sidogiri misalnya lembaga madrasah dalam pesantren 

tersebut tetap berada di luar sistem pemerintah.  

Melihat sejarah pesantren yang memiliki andil besar dalam mendidik warga 

negara, sehingga sudah sepantasnya pesantren mendapat perlakuan yang sama 

dengan lembaga pendidikan umum yang di selenggarakan oleh pemerintah. Tentang 

adanya rekognisi, legalitas dan support bantuan dana pendidikan. Selama ini 

memang ada beberapa anggaran untuk mensupport pesantren sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003. Undang-undang ini mengakui pesantren sebagai salah satu institusi untuk 

pendidikan keagamaan.16 Akan tetapi dinilai tidak mengakomodasi potensi bawaan 

dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat. 

Berikut grafik pendanaan direktorat jenderal pendidikan islam (Ditjen 

Pendis) 2016 yang dapat dibaca sebagai data bagaimana pemerintah memposisikan 

pesantren. 

  

 

 

 

 

                                                             
16 Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia  – Sebuah Proyeksi”, 11 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-

terhadap-f026dea7.pdf 
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Gambar 1.1 

Grafik Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2016 

Gambar di atas mengindikasikan bahwa anggaran Pendidikan Diniyah dan 

Pesantren adalah Rp. 616.328.512.000,- atau sekitar 1,3% dari Rp. 46,8 triliun yang 

dialokasikan untuk pendidikan Islam di tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih 

sedikit dari pada anggaran sekretariat Dirjen Pendis atau anggaran untuk madrasah. 

Terlebih lagi, pesantren masih perlu membagi dana ini dengan Pendidikan Diniyah 

(Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019).17 

Tentang dana alokasi bagi Pondok Pesantren ini, anggota DPRD Jawa Timur 

juga memberikan keterangan bahwa selama ini pesantren mendapatkan alokasi 

dana tidak secara khusus tetapi dari anggaran dana hibah, undang-undang yang 

menjadi payung pondok pesantren masih bersifat umum. 

Pondok pesantren itu lembaga kemasyarakatan bisa mengajukan dana hibah 

sesuai dengan sumbernya masing-masing. Boleh dari APBN, APBD provinsi, boleh 

dari APBD kabupaten kalau tidak ada slot khusus akhirnya pondok pesantren akan 

bersaing dalam tanda kutip akan bersaing dengan lembaga-lembaga lain dia 

dianggap lembaga umumlah tidak ada perlakukan khusus tidak ada slot anggaran 

khusus .... kalau pesantren bisa mengajukan sesuai regulasi maka pesantren dapat 

kalau pesantren tidak mengajukan tidak punya jalan ya pesantren tidak dapat, 

akhirnya pondok pesantren sama dengan ormas lembaga keagamaan lainnya, bisa 

mengajukan juga tetapi undang-undang yang memayungi masih bersifat umum, 

tidak ada slot khusus tidak ada kebijakan khusus.18 

Melihat ketimpangan tersebut, tahun 2016 dari lembaga legislatif fraksi PKB 

                                                             
17 Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren...., 13  

18 Zainiye, wawamcara, Situbondo, 6 April 2024  
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memberikan respon dengan ajuan rancangan undang-undang (RUU) berjudul 

“Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren”. RUU Pendidikan Madrasah dan 

Pesantren kemudian diintegrasikan dengan RUU Pendidikan Keagamaan yang 

diinisiasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik islam dan 

saluran politik NU lainnya19 dan masuk dalam program legislasi nasional. Kemudian 

dari lembaga eksekutif negara yakni Presiden Republik Indonesia juga mendukung 

keinginan besar ini, sebagaimana pernyataannya “kita harapkan ada pengakuan 

sistem pendidikan di ponpes oleh negara, terhadap kesetaraan lulusan tentu saja.”20 

Pada 16 Oktober 2018 di sahkan menjadi RUU “Pesantren dan Pendidikan 

Keagamaan” dan pada akhirnya secara resmi menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 

2019 tentang pesantren. 

Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mulai 

RUU hingga menjadi sebuah produk undang-undang, mendapatkan tanggapan yang 

beragam dari para pengelola maupun aktifis pesantren. Dilihat dari pemberitaan 

media sosial, ada yang menyambut baik adanya Undang-undang ini karena dianggap 

hadirnya peran negara di tengah kaum muslimin, khususnya kalangan kiai dan 

santri.21 Ada yang menanggapinya dengan menolak rancangan undang-undang ini 

dengan alasan akan berpotensi menjadi alat politik untuk menyandra pondok yang 

selama ini relatif indipenden.22 Ada juga yang bersikap dengan memberikan 

masukan-masukan terhadap isi dari rancangan undang-undang ini.23  

Setelah di sahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 

sebagai produk hukum, kemudian diikuti turunan undang-undang diantaranya 

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan 

Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2021 tentang 

Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 

tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 

Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik 

                                                             
19 Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia  – Sebuah Proyeksi”, 15 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-

terhadap-f026dea7.pdf 

20 Majelis Masyayikh, Materi sosialisasi undang-undang pesantren tahun 2023. https//www.majelismasyayikh.id/ (Januari, 2023) 

21 Lihat di https://www.republika.id/posts/21118/refleksi-dua-tahun-uu-pesantren 

22 Lihat di https://www.kompasiana.com/novela5829/62a9d315bb448649f1156182/ada-apa-di-balik-kontroversi-uu-pesantren-uu-nomor-18-tahun-2019 

23 Lihat di https://news.detik.com/berita/d-4719881/kontroversi-uu-pesantren-kitab-kuning-dan-dana-abadi 

https://www.republika.id/posts/21118/refleksi-dua-tahun-uu-pesantren
https://www.kompasiana.com/novela5829/62a9d315bb448649f1156182/ada-apa-di-balik-kontroversi-uu-pesantren-uu-nomor-18-tahun-2019
https://news.detik.com/berita/d-4719881/kontroversi-uu-pesantren-kitab-kuning-dan-dana-abadi
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Indonesia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Ma’had Aly.24 

Inti dari undang-undang ini adalah pemerintah berusaha memberikan 

pengakuan yang sama terhadap pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah 

terhadap pendidikan umum baik negeri maupun swasta. Disebutkan dalam pasal 64 

ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa “Lulusan pesantren 

yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kajian kitab kuning 

dan pendidikan pesantren dalam bentuk lain yang terintegras dengan pendidikan 

umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian 

kompetensi.”25  

Dipertegas kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam salah satu 

sambutannya mengatakan: 

“Pengundangan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren 

memberi pengakuan terhadap pendidikan islam yang diselenggarakan oleh 

pesantren. Undang-undang pesantren mengakui ijazah pendidikan pesantren 

sehingga dapat mengakses hak sipil dan politik, seperti sebagai persyaratan untuk 

mencalonkan diri dalam jabatan publik mulai dari tingkat desa sampai nasional.”26  

Selain dari pada itu, dalam Undang-undang No. 18 tahun 2019 setiap 

pesantren akan mendapatkan bantuan dana dengan istilah dana abadi pesantren”.27 

Selain dampak yang dianggap positif dari Undang-undang No. 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren ini, juga ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi dikalangan 

aktifis pesantren yang dirasa akan membawa dampak yang kurang baik bagi 

pesantren, yaitu kaitannya dengan indepedensi dan kemandirian pesantren. 

Misalnya ada kewajiban pesantren mendaftarkan keberadaanya kepada Menteri. 

Adanya sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

pesantren.28 Selain itu adanya audit keuangan dari negara tentang penggunaan dana 

abadi pesantren, yang berpotensi menjadi alat politik pemerintah mentersangkakan 

Kiai atau pesantren yang dirasa bersebrangan pendapatnya dengan pemerintah. 

Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan dari 

                                                             
24 Majelis Masyayikh, Kumpulan Regulasi Pesantren, hal v 

25 Majelis Masyayikh, Kumpulan Regulasi...., 135 

26 Majelis Masyayikh (Profil Santri Indonesia, 2023), 2 

27 Lihat Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, 

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019 

28 Lihat Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-

Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019 
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pemerintah harus patuh dengan kebijakan menteri ataupun pemerintah pusat dalam 

segala hal. Bagi pesantren yang telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi 

bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi 

keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.29 

Dasar dari ilmu politik mengatakan bahwa “pada umumnya setiap negara 

mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli dan sifat mencakup semua”.30 

Sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa adanya Undang-undang No. 

18 Tahun 2019 tentang pesantren ini sebagai wujud intervensi negara terhadap 

pesantren. Pemerintah ingin memaksa pesantren untuk mengikuti nalar negara dan 

berusaha memonopoli pesantren hingga menyeluruh. Sehingga Kiai dipaksa harus 

memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Sementara pondok 

pesantren selama ini memiliki kekhasan dengan nalarnya sendiri, indepedensi dan 

kemandiriannya. Melalui kekuatan struktur dan kultur seorang kiai yang menjadi 

patron center dalam memimpin pesantren.  

Menarik di telaah lebih lanjut bagaimana respon Kiai atau Pondok Pesantren 

menyikapi terhadap undang-undang ini. Diantaranya Pondok Pesantren di 

Situbondo. Kota Situbondo dikenal dengan kota santri karena di kota ini banyak 

berdiri pondok pesantren dengan ribuan santrinya. Hingga saat ini terdapat 202 

Pondok Pesantren di Situbondo yang telah terdaftar secara resmi.31 

Penulis memilih dua pesantren di kota Situbondo yaitu Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo selanjutnya disebut dengan Pesantren Sukorejo dan 

Pondok Pesantran Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar Mojosari Asembagus Situbondo 

selanjutnya disebut dengan Pesantren Al Azhar Situbondo.  

Dua Pondok Pesantren ini dipilih karena memiliki latarbelakang yang 

berbeda. Diantaranya perbedaan jumlah santri, perbedaan tahun berdiri dan 

perbedaan pandangan dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren ini. Pesantren Sukorejo pada tahun 2024 memiliki jumlah santri 

21.00432, lebih banyak dari jumlah santri Pesantren Al Azhar Situbondo yang 

berjumlah 700 lebih santri.33 Pesantren Sukorejo merupakan pondok pesantren 

                                                             
29 A D Rohayana, “Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren,” (Ponpes Modern Al-Quran Buaran, Pekalongan, 2019), 10 

30 Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta; UNY Press 2016), 20 

31 Lihat Emis PD-Pontren dalam : https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard. Diakses 26 Januari 2023 11.17  

32 Ainun Najib, wawancara, Situbondo 9 Januari 2024 

33 Nawawi, wawancara, Situbondo 15 Januari 2023 

https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard
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yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sedangkan Pesantren Al Azhar 

Situbondo tergolong pesantren yang baru berdiri setelah proklamasi kemerdekaan 

1945. Perbedaan latar belakang ke dua pesantren tersebut tentu memiliki 

keunggulan masing-masing. Pesantren dengan jumlah santri yang sedikit akan lebih 

memudahkan kepada Pengasuh Pesantren mengenali masing-masing santrinya 

untuk melakukan kontrol secara langsung real time monitoring. Sementara 

pesantren dengan jumlah santri yang banyak memiliki human capital sebagai 

kualitas manusia yang besar pula. Berikut pemetaan perbedaan antara ke dua 

pesanten tersebut. 

Tabel 1.1 

Perbedaan Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo 

Pondok Pesantren 
Tahun 
Berdiri 

Jumlah 
Santri 

Keunggulan 

Salafiyah Syafi’iyah  Sukorejo Situbondo 1914 21.004 Human Capital 
Salafiyah Syafi’iyah  Al Azhar Mojosari 
Asembagus Situbondo 

1960 700 
Real Time 

Monitoring 
 

Pesantren sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi sebagai lembaga 

pendidikan, dakwah serta lembaga pemberdayaan masyarakat34 tentu memberikan 

respon terhadap hadirnya undang-undang pesantren. Respon dari sebuah 

Rancangan Undang-undang (RUU) hingga menjadi sebuah Undang-undang sebagai 

produk hukum. Respon tersebut adalah bagaimana pandangan atau sikap dan 

komunikasi yang dilakukan pesantren baik secara internal maupun eksternal dalam 

menyikapi undang-undang tersebut. Komunikasi internal organisasi adalah proses 

penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk 

kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, 

antara sesama bawahan, dan sebagainya. Proses komunikasi internal ini bisa 

berwujud komunikasi antarpribadi ataupun komunikasi kelompok.35 Komunikasi 

eksternal adalah komunikasi yang dilakukan pesantren dengan para steacholdernya. 

Sehingga dalam konteks komunikasi menjadi menarik untuk telaah bagaimana 

kemudian pesantren memberikan pandangan dan melakukan komunikasi dalam 

                                                             
34 Akhmad Zaini, UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di 

Kabupaten Tuban, (Jurnal Tadris, Volume 15/No. 2/Tahun 2021), 75. 

35 Onong Uchjana Effendi, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 123 
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merespon sebuah pesan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. 

Sebagai upaya pesantren mempertahankan identitas lembaga atau organisasinya. 

Apakah pesantren merasa dirugikan atau malah diuntungkan ? Hal ini disebabkan 

selama ini pondok pesantren merupakan institusi perubahan sosial yang telah 

terbuktinya nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui identitas 

pendidikan di pondok pesantren.36 

Pada bulan Oktober tahun 2018 terbit RUU “Pesantren dan Pendidikan 

Keagamaan” cikal bakal Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 

sebagai sebuah pesan komunikasi pemerintah kepada pondok pesantren. Pesantren 

Sukorejo memberikan respon dengan melakukan kajian atau halaqoh. Hasil 

kajiannya memberikan dua rekomendasi sebagai komunikasi eksternal terhadap 

pemerintah.  

Salah satu diantara rekomendasinya adalah keberadaan rancangan undang-

undang pesantren dan lembaga pendidikan ini kalau nanti disahkan sebagai undang-

undang hendaknya tidak sampai mengebiri terhadap keberadaan pondok pesantren 

justru keberadaan undang-undang ini menjadi penguatan terhadap pondok 

pesantren. Kedua, agar pemerintah tidak sampai melakukan intervensi terhadap ke 

khasan yang ada di dalam pondok pesantren.37 

Sementara Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo memberikan pandangan 

dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang menghawatirkan terhadap eksistensi 

pesantren.”38 

Inilah sesungguhnya yang menjadi problem penelitian, adanya perbedaan 

cara pandang komunikator (pesantren) dalam melihat pesan berupa undang-

undang pesantren. Seharusnya pesantren menolak karena secara sepintas akan 

mereduksi pesantren itu sendiri yang manfaatnya mungkin jauh lebih aman dari 

pada menerima dengan mendapatkan insentif berupa rekognisi dan finansial dari 

pemerintah. Tetapi dua pesantren tersebut berbeda sikap atau pandangan. Oleh 

karenanya menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana komunikasi yang dilakukan 

dua pondok pesantren ini dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren. Satu sisi pesantren mendapatkan insentif berupa rekognisi dan 

                                                             
36 Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0 (Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 3, No.  1, Juli 2020: 88-107), 104   

37 Fadhoil, sambutan Sosialisasi Undang-undang Pesantren, 2 November 2023 

38 Nawawi, wawancara, Situbondo 04 Januari 2024 



Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo dalam 
Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019  

Tentang Pesantren 

102 Hak Cipta © 2024 Indonesian Journal of Islamic Communication 
 

finansial dari pemerintah tapi sisi yang lain harus mengorbankan ke khasan dan 

kewenangan pesantren itu sendiri. 

 

B. PEMBAHASAN 

Diskusi 

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah pertama 

adalah mengkaji pustakaan serta menelaah kajian terdahulu yang mempunyai 

objek dan subjek yang hampir sama, antara lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di 

Era Revolusi Industri 4.039 Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi yang terkait 

dengan dunia pesantren. Secara ilmiah bahwa komunikasi pesantren dapat 

digunakan untuk membaca realitas pondok pesantren. 

Persamaan penelitian akan datang dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas pesantren dan juga pada aspek dasar teori yang digunakan yaitu 

komunikasi. Perbedaannya adalah pada kajian komunikasi pesantren sedangkan 

penelitian akan datang menggunakan komunikasi organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman dalam Disertasinya yang 

berjudul Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah 

Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.40 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komunikasi kiai pada Pesantren 

Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan yang dikelola secara kolektif. Strategi 

komunikasi horizontal dan diagonal kiai dalam kepemimpinan kolektif di Pesantren 

An-nuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode penelitian yang 

digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Salah satu hasilnya bahwa 

strategi komunikasi horizontal kiai dilakukan dengan cara musyawarah jum’atan di 

An-nuqayah dan rapat dari setiap lembaga di bawah Dewan Ri’asah di Al-Amien. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian akan datang terletak pada kajian 

komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi organisasi 

dijadikan salah satu acuan teori yang digunakan. Perbedaanya terletak pada subjek 

                                                             
39 Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0 (Jurnal, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 3, No. 1, Juli 2020) 88-

107 

40 Fathorrahman,  Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep (Disertasi, 

Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023) 

http://digilib.uinkhas.ac.id/view/divisions/dok=5Fqur/
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penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-

Amien Prenduan Sumenep dan yang menjadi konsentrasi pada aspek kepemimpinan 

kiai. Sedangkan penelitian akan datang dilakukan di dua lokasi yaitu Pondok 

Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi 

sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren. 

Penelitian dari Abimanyu Satrio Prakoso (2021) dalam tesis yang berjudul 

Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dalam 

Penerapan Program Pencegahan Covid-19 di Bengkulu.41 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi organisasi yang 

dilakukan MCCC terhadap upaya Program Pencegahan COVID-19 Di Bengkulu. Pada 

penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi  milik R. Wayne Pace Don F 

Faules. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Komunikasi organisasi yang 

terjalin di dalam MCCC Bengkulu yaitu komunikasi antara atasan dengan anggota 

telah maksimal atau dengan kata lain telah terlaksana sepenuhnya sebagaimana 

adanya.  

Kesamaan dalam penelitian ini adalah komunikasi organisasinya dalam 

menyikapi aturan dari pemerintah dan menggunakan teori serta metode penelitian 

yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya yaitu 

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Al Azhar Asembagus Situbondo.  

   Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriftif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan 

(deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan 

akurat. Artinya penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara 

deskripsi semata-mata, tanpa perlu mentest hipotesis, membuat ramalan atau 

mendapatkan makna implikasi. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Milles, Huberman dan 

Saldana yaitu kondensasi data (condensation), menyajikan data (display) dan 

menarik kesimpulan (conculusion drawing/verification). Pengujian keabsahan data 

                                                             
41 Abimanyu Satrio Prakoso, Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid  Command Center (MCCC) dalam Penerapan Program Pencegahan Covid-19 Di 

Bengkulu (Tesis, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2021) 
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dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

  Temuan dan Diskusi 

1. Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo dan Salafiyah 

Syafi’iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 

Tahun 2019 Tentang Pesantren 

a. Pandangan Apresiasi Pesantren Sukorejo 

Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang di 

awali dengan adanya draf rancangan undang-undang (RUU) memantik 

pandangan yang beragam dari pondok pesantren. Pandangan ini tentunya 

berdasarkan latar belakang lembaga dan hasil kajian analisisnya masing-

masing. Pondok Pesantren Sukorejo dengan latar belakang jumlah santri yang 

banyak yaitu 21.004 santri memandang positif terhadap adanya undang-

undang pesantren ini.  

Pondok Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi terhadap pemerintah 

dianggap memberikan perhatian kepada pesantren yang selama ini telah 

memberikan kontribusi bagi warga negara indonesia. Dalam sejarah bangsa 

Indonesia juga di sebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan 

islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam merealisasikan 

kemerdekaan.42 

Sikap apresiasi ini dikarenakan selama keberadaan negara Indonesia 

tidak ada norma dari pemerintah berupa undang-undang yang menjadi 

cantolan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren. Selama ini 

pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan nonformal. Hanya 

pesantren yang memiliki lembaga yang mendapatkan ligitimasi dari 

peraturan menteri. Seperti madrasah dari kementerian agama (kemenag), 

sekolah dan perguruan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan 

(kemendikbud). Sementara pendidikan asli dari pesantren seperti sorogan 

kitab, bandongan dan lain sebagainya lulusannya tidak mendapatkan cantolan 

untuk diberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah.  

Pesantren Sukorejo dalam sejarahnya juga merupakan pesantren yang 

selama ini senantiasa bermitra dengan pemerintah. Salah satu contoh adalah 

                                                             
42 Ida Riyani, Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021 (Jurnal, Tarbawi Volume 07 No. 02, Juli 

– Desember 2022), 32. 
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kegiatan Muktamar NU tahun 1984. Tidak ada sejarah Pesantren Sukorejo 

yang keras memberikan kritik kepada pemerintah bahkan memberontak 

terhadap pemerintah. Bentuk kritikan selalu disampaikan secara komunikatif. 

Termasuk memberikan kritik terhadap adanya RUU pesantren ini hingga 

menjadi sebuah undang-undang yang disahkan.  

Pondok Pesantren Sukorejo juga membuka kajian diskusi ilmiyah dengan 

beberapa pihak terkait sebagai upaya telaah dan pengawalan terhadap RUU 

ini.  

b. Pandangan Menolak Pesantren Al Azhar Situbondo 

Sementara itu pandangan berbeda dari Pesantren Al Azhar Situbondo. 

Memandang bahwa undang-undang ini ada sisi kebaikannya, tetapi 

menghawatirkan. Pesantren Al Azhar Situbondo cenderung melakukan 

penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pesantren ini. Penolakan ini 

didasarkan atas kekawatiran pengasuh pesantren Al Azhar Situbondo akan 

dapat menghilangkan kebebasan dan kedaulatan secara personal pesantren 

serta menghilangkan kewalian para pengasuh pesantren. 

Sikap menolak dari Pondok Pesantren Al Azhar ini karena memang 

pesantren ini kategori pesantren kecil karena hanya memiliki 700 santri. 

Sehingga sikapnya tidak terlalu berimplikasi secara kelembagaan. Pesantren 

kecil cenderung memiliki kepentingan kecil terhadap pemerintah. Bantuan 

yang selama ini diberikan pemerintah berupa bantuan dana operasional 

sekolah (BOS) sudah dianggap cukup dalam rangka eksistensi pesantrennya. 

Karena memang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren 

ini setiap pesantren akan mendapatkan bantuan dana dengan istilah dana 

abadi pesantren”.43 

Pandangan Kiai Nawawi ini, ada benarnya karena memang sejak awal 

pesantren sukses mendidik masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa 

bantuan dari pemerintah. Menurut Geertz  secara tradisional, pesantren telah 

mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari pemerintah.44 

                                                             
43 Lihat Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, 

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019 

44  (Geertz, 1976). Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia  – Sebuah Proyeksi” di ambil dari 

wesite chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-

undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf 
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Kekawatiran Pengasuh Pesantren Al Azhar ini di jawab oleh Kiai 

Muhyiddin sebagai anggota majelis masyayikh mitra kementerian agama 

dalam mengurusi undang-undang pesantren ini. Pesantren boleh tidak 

mengikatkan diri dengan pemerintah jika ada kehawatiran terhadap undang-

undang ini. Hanya pesantren yang mendaftarkan diri saja yang akan di 

akomodir oleh pemerintah. Bagi pesantren yang telah terdaftar dalam badan 

hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi 

maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi 

yang telah ditetapkan pemerintah.45 

Perbedaan pandangan di atas, jika dilihat dari sejarah berdirinya Pondok 

Pesantren, menjadi faktor berbedanya subjektifitas dalam menyikapi setiap 

program atau kebijakan pemerintah. Perbedaan subjektifitas pandangan ini 

dikarenakan berbedanya pengalaman dan tingkat kematangan bergaul 

dengan pemerintah. Pondok Pesantren Sukorejo berdiri pada tahun 1914 M 

jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sementara Pondok Pesantren Al Azhar 

Situbondo berdiri pasca kemerdekaan yaitu pada tahun 1960 M. 

Pandangan dengan sikap pemaknaan yang berbeda dari dua Pondok 

Pesantren dalam menyikapi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang 

pesantren merupakan sebuah sudut pandang subjektif pesantren. Dari sudut 

pandang subjektif, komunikasi organisasi adalah perilaku organisasi yang 

terjadi dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu proses 

berinteraksi dapat memberikan makna terhadap apa yang terjadi.46 

Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi sementara Pesantren Al Azhar 

memberikan penolakan karena beberapa kekawatirannya. Sedangkan 

kemampuan penanganan atau bersikap terhadap pandangan tersebut 

merupakan sebuah sudut pandang objektif dari pesantren. Pesantren 

Sukorejo misalnya mampu melakukan komunikasi internal dan eksternal 

dalam upaya merespon undang-undang. Sedangkan Pesantren Al Azhar 

Situbondo hanya melakukan komunikasi eksternal dengan keterbatasannya. 

                                                             
45 A D Rohayana, “Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren,” (Ponpes Modern Al-Quran Buaran, Pekalongan, 2019), 10 

46 R. Wayne Pace dan Don F Faules, Komunikasi Organisasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 33 
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Aktifitas penanganan pesan yang terdapat dalam batasan organisasi inilah 

yang disebut dengan sudut pandang objektif.47 

Sikap apresiasi dan kajian dari Pesantren Sukorejo ini memberikan 

penguatan terhadap program pemerintah. Karena dalam sejarah Pesantren 

Sukorejo selalu bermitra terhadap pemerintah. Kiai As’ad sebagai pendiri dan 

pengasuh ke 2 Pesantren Sukorejo pernah menjadi anggota anggota 

konstituante (1957-1959). Dalam politik kebangsaan berperan sebagai tokoh 

di balik layar, misalnya, beliau menjadi penasihat pribadi wakil perdana 

menteri KH. Idham Chalid (1956-1957). Dan jasanya yang terbesar, beliau 

tokoh sepuh kharismatik yang berhasil menyakinkan ulama NU untuk 

menerima asas tunggal Pancasila pada Munas 1983 dan Muktamar NU 1984 

di Pesantren Sukorejo. 

2. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

dan Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-

Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 

a. Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo 

Komunikasi organisasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo dalam 

menyikapi Undang-undang No. 18 tahun 2019 ini dapat digolongkan menjadi 

2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan komunikasi organisasi 

secara eksternal. 

1)  Komunikasi Organisasi secara Internal 

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan 

antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan 

organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara 

sesama bawahan, dan sebagainya.  

Pesantren Sukorejo dalam menyikapi undang-undang Pesantren ini 

dari mulai rancangan undang-undang (RUU) hingga di sahkan sebagai 

produk hukum melakukan beberapa kegiatan organisasi. 

a) Menerima laporan dari pengurus pesantren 

Pondok Pesantren Sukorejo pertama kali menerima informasi 

adanya rancangan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 ini 

                                                             
47 R. Wayne Pace dan Don F Faules, Komunikasi..., 33 
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dari Zainiye alumni pesantren Sukorejo yang menjadi anggota DPRD 

Jawa Timur dari fraksi PPP. Pemberian informasi tersebut menjadi 

penting dilakukan oleh Zainiye karena posisinya juga sebagai bagian 

Pengurus Pesantren Sukorejo dalam struktur organisasi alumninya 

yaitu IKSASS (Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo). 

Laporan tersebut di sampaikan tidak hanya kepada pengasuh 

pesantren tetapi juga kepada pengurus pesantren. Alur komunikasi ini 

di sebut dengan  upward communication komunikasi yang mengalir 

dari bawahan ke atasan.  Metode upward communication memiliki 

beberapa fungsi, yaitu: 

(1) Penyampaian informasi mengenai pekerjaan yang sudah dan yang 

belum selesai dilaksanakan. 

(2) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. 

(3) Membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan. 

Tindak lanjut dari laporan tersebut berupa instruksi Pengasuh 

Pesantren Sukorejo agar menindaklanjutinya dengan adanya kegiatan 

internal. Arah arus komunikasi ini disebut dengan downward 

communication, komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah. Proses 

komunikasi yang berlangsung ini disebut dengan komunikasi internal 

vertikal. Pimpinan memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan 

berupa informasi, petunjuk dan penjelasan kemudian bawahan 

memberikan respon berupa saran, pengaduan, keluhan dan laporan 

kepada pimpinannya.48 Alur ini memiliki fungsi sebagai berikut: 

(1) Pemberian atau penyampaian intruksi kerja, bentuknya perintah, 

arahan, penerangan, manual kerja, uraian tugas. 

(2) Penjelasan dari pimpinan mengenai mengapa sutu tugas perlu 

dilaksanakan.  

(3) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang 

berlaku seperti bagaimana waktu kerja, cara pengaturan gaji, 

asuransi kesehatan, dan lain-lain. 

                                                             
48 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 16 
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(4) Penyampaian informasi mengenai bagaimana penampilan pekerja, 

baik itu penampilan fisik maupun penampilan kemampuan 

menjalankan pekerjaan dan memperlihatkan daya tahan dalam 

keberhasilan kerja. 

(5) Pemberian informasi bagaimana mengembangkan misi 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Ikrar Alumni Calon Anggota DPR/DPRD  

b) Mengadakan Rapat Konseptual 

Pesantren Sukorejo setelah menerima laporan, menindaklanjuti 

dengan mengadakan rapat terbatas ditingkat pengurus pesantren. 

Telaah, kajian dan diskusi bersama antar pengurus pesantren. 

Tujuannya adalah untuk mematangkan konsep sebagai tindak lanjut 

dalam kegiatan selanjutnya. Hal ini disebut dengan komunikasi 

internal horizontal. Proses komunikasi yang dilakukan secara 

mendatar antara sesama staf, sesama pimpinan, karyawan. Dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah, karena mudahnya pertukaran 

pengalaman yang dilakukan bertujuan untuk membangun kepuasan 

dan semangat bekerja.49 Komunikasi horizontal yaitu arus informasi 

yang terjadi secara mendatar atau sejajar di antara para pekerja dalam 

satu unit. Menurut soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto dalam buku 

Komunikasi Organisasional, tujuan dari arus informasi ini antara lain: 

(1) Mengkoordinasikan pengerjaan tugas 

(2) Bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan 

                                                             
49 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi...., 16 
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(3) Mengatasi masalah 

(4) Mendapatkan pemahaman bersama 

(5) Memusyawarahkan, negosiasi, dan menengahi perbedaan 

(6) Membangun dukungan interpersonal. 

Rapat internal konseptual ini melahirkan kesepakatan untuk 

melakukan kajian lebih dalam dengan para steacholder pesantren yaitu 

kegiatan halaqoh. Pesantren sebagai sebuah organisasi memang 

membutuhkan perencanaan yang matang dalam menjalankan 

kegiatannya. ada 4 (empat) fungsi organisasi yang sangat perlu 

diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi, yakni Planning 

(perencanaan), Organizing (pengaturan), Accounting (pelaporan), 

Controling (pengawasan). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan Rapat di Ruang Rapat Pesantren Sukorejo 

 

2) Komunikasi Organisasi secara Eksternal 

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan 

pimpinan organisasi kepada pihak-pihak terkait di luar 

organisasi/steacholder. Steacholder yang dimaksud adalah pihak-pihak di 

luar pesantren yang berkepentingan terhadap undang-undang pesantren 

ini baik pemerintah maupun sesama kelompok pesantren itu sendiri. 

a) Mengadakan Halaqoh Bersama Para Pengasuh Pesantren 

Pertemuan halaqoh bersama para pengasuh pesantren ini di 

inisiasi Pondok Pesantren Sukorejo dalam rangka forum tabayun. 

Pesertanya adalah para alumni yang menjadi pengasuh pondok 

pesantren untuk bisa memberikan tanggapan, telaah berupa masukan-
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masukan yang dapat dikirimkan kepada pemerintah. Sebagaimana 

namanya yaitu halaqoh forum tabayun. Pondok Pesantren Sukorejo 

juga turut menghadirkan unsur dari pemerintah. Para tokoh politik 

dari PPP dan PKB juga dari pejabat pemerintah daerah. Pertemuan ini 

diselenggarakan dalam rangka penguasaan bahasan dalam merespon 

rancangan undang-undang pesantren tujuannya adalah untuk 

formulasi pesan kritik dan masukan yang disampaikan kembali kepada 

pemerintah. Karena “Tanpa penguasaan bahasan, hasil pemikiran yang 

bagaimanapun baiknya tak akan dapat dikomunikasikan kepada orang 

lain secara tepat.50 

Forum ini berhasil memberikan catatan-catatan berupa 

masukan kepada pemerintah, diantaranya: 

(1) Kewenangan pengasuh pesantren jangan sampai di intervensi oleh 

pihak manapun.  

(2) Kearifan lokal, kultur pondok-pondok pesantren jangan sampai di 

intervensi oleh pemerintah.  

Arus komunikasi ini disebut dengan komunikasi diagonal. 

Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah 

organisasi diantara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain 

berbeda dalam kedudukanya dan bagian. Dalam komunikasi ini tidak 

ada perintah maupun pertanggung jawaban, biasanya hanya 

menyampaikan ide. 

 

b) Mengirimkan Surat Resmi Kepada Pemerintah 

Komunikasi dengan berkirim surat resmi ini dilakukan Pondok 

Pesantren Sukorejo karena rancangan undang-undang ini adalah 

dokumen formal resmi dari negara sehingga balasannya juga harus 

secara resmi. Mengirimkan surat resmi ini merupakan langkah 

komunikasi secara eksternal yang dilakukan Pondok Pesantren 

Sukorejo. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang 

dilakukan pimpinan organisasi kepada khalayak berupa direktorat, 

                                                             
50 Onong Uchjana Effendy, Hubungan...., 44 
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instansi pemerintah, departemen serta perusahaan besar.51 Pemilihan 

media komunikasi melalui surat ini memiliki kelebihan sebagaimana 

yang dikatakan Efendi bahwa pesan melalui media tulisan/cetakan dan 

media visual dapat dikaji berulang ulang dan disimpan sebagai 

dokumentasi.52 

Surat tersebut mendapat balasan berupa respon positif 

diterimanya sebagian masukan-masukan penting dalam rancangan 

undang-undang tersebut. Hal ini diketahui setelah adanya sosialisasi 

Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo oleh Majelis Masyayikh sebagai 

representasi dari pemerintah. Sebagaimana konsep Harold D. Laswell 

dikutif oleh Efendi menjelaskan bahwa untuk bisa memahami strategi 

komunikasi maka harus mampu menjawab pertanyaan salah satunya 

adalah efek apa yang diharapkan ?53 

Langkah ini penting dilakukan pesantren sebagai sebuah 

organisasi. Tujuan utama dilaksanakan komuniksi eksternal oleh 

sebuah organisasi adalah: 

(1) Untuk membina dan memelihara hubungan yang baik 

(2) Untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan 

(3) Untuk memelihara dan menjaga citra organisasi agar tetap positif 

Komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo mulai 

dari pemilihan komunikator yaitu Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo sebagai pesantren kredible representasi pesantren 

besar dan tua. Selanjutnya penyiapan pesan-pesan dengan baik, 

mengadakan hakaqoh untuk menerima seluruh masukan dari 

beberapa pihak. Kemudian media yang digunakan dengan kirim surat 

resmi. Pemilihan komunikan yang tepat yaitu pemerintah eksekutif 

dan legislatif. Hasilnya berupa dampak yang sesuai dengan persepsi 

komunikator (Pesantren Sukorejo) yaitu diterimanya beberapa 

masukan pentingnya sebelum di sahkan menjadi undang-undang. 

                                                             
51 Elvinaro Ardiyanto, Komunikasi Massa, (Bandung: Refika Offset, 2014), 6 

52 Onong U Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komuikologis. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998), 43 

53 Onong Ujana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 37 
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Gambar 4.3 

Sosialisasi Undang-undang Pesantren di Pesantren Sukorejo 

c) Mengadakan Halaqoh Raperda Pengembangan Pesantren Provinsi 

Jawa Timur 

Setelah di sahkannya undang-undang pesantren nomor 18 

tahun 2019, Pondok Pesantren Sukorejo masih melakukan komunikasi 

dalam upaya pengawalan undang-undang di tingkat provinsi Jawa 

Timur. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan untuk mengakomodir 

pandangan kritis dari beberapa Kiai Pondok Pesantren. 

Forum komunikasi, mengkritisi kembali dan menyerap aspirasi 

yang dilakukan Pesantren Sukorejo ini dipandang sangat penting 

dilakukan karena walaupun ada undang-undang tetapi tidak 

diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka tidak ada 

ketersambungan substansi dari undang-undang tersebut. Salah satu 

point penting yang menjadi pembahasan adalah tentang radikalisme 

dan teorisme, yang seakan-akan pesantren secara keseluruhan di 

generalisir sebagai sarangnya terorisme. 

Jika di lihat dari gaya kepemimpinan Pengasuh Pesantren 

Sukorejo Situbondo ini, termasuk dalam kategori demokratis. Karena 

untuk mengambil keputusan lembaganya dengan melibatkan anggota 

kelompok. Dalam penelitian Lewin, Lipit, dan White, pemimpin 

demokratis mendukung komunikasi diantara para anggota kelompok 
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dengan cara mendorong mereka untuk menentukan sendiri 

kebijaksanaan dan kegiatan kelompok.54 

Gaya kepemimpinan ini penting dilakukan Pengasuh Pesantren 

Sukorejo karena kategori pesantren besar dengan banyak pengikut 

yang besar pula. Hingga tahun 2024 ini memiliki jumlah santri 

21.004.55  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Halaqoh Raperda di Pesantren Sukorejo 

d) Pengasuh Melakukan Komunikasi Langsung Kepada Presiden 

 Selain melakukan kegiatan rapat dan kajian berupa halaqoh, 

Pondok Pesantren Sukorejo melalui Kiai Azaim sebagai pengasuh 

pesantren juga melakukan komunikasi kepada Presiden Indonesia 

Bapak Jokowi secara langsung. Dilakukan pada kesempatan terbatas 

saat momentum peringatan hari santri nasional tahun 2023 di 

Surabaya. 

Langkah komunikasi yang dilakukan Pengasuh Pesantren 

Sukorejo ini merupakan bagian dari strategi komunikasi organisasi 

untuk memberikan penguatan pesan agar diterima dan memastikan 

tersampaikannya pesan di dengar langsung pimpinan tertinggi negara 

yaitu presiden sebagai pemegang kebijakan. Dalam istilah R. Wayne 

disebut tiga istilah to secure understanding, to estabilsh acceptance, to 

motivate action. Hal ini sebagaimana keterangan yang dikutif oleh 

Efendi dalam bukunya R Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas 

Burnet berjudul Techniques for effective Communication bahwa tujuan 

                                                             
54 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi...., 159 

55 Ainun Najib, wawancara, Situbondo 09 Januari 2024 
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sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu : 

to secure understanding, to estabilsh acceptance, to motivate action. 

Jika di lihat dari isi pesan Kiai Azaim kepada Presiden Jokowi, 

digunakannya dengan bahasa kiasan yaitu “tali tampar” yang 

mengandung simbol, semantic dan bingkaian pesan sederhana tetapi 

padat isi. Sebagaimana Cutlip menegaskan bahwa agar lebih mudah 

dalam melakukan dan mempraktikkan strategi komunikasi, maka kita 

harus mengetahui langkah taktis strategi komunikasi supaya mencapai 

tujuan yang diinginkan, di antaranya adalah membingkai pesan, 

semantic, syimbol dan dan stereotif. 56 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Kegiatan Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya 

b. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar 

Situbondo 

1) Komunikasi Internal Pesantren Al Azhar Situbondo 

Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi 

secara internal sebagaimana Pondok Pesantren Sukorejo. Keputusan resmi 

lembaganya sebagai referensi komunikasi dengan pihak eksternal 

dicukupkan kepada keputusan pengasuh pesantren sendiri yaitu Kiai 

Nawawi. Kecuali kegiatan yang melibatkan massa yang banyak seperti 

peringatan Maulid Nabi dan Haul Pendiri Pesantren. 

Gaya kepemimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar 

Situbondo ini cenderung otoriter. Akan tetapi gaya ini tidak serta merta 

negatif, karena dengan dua alasan. 

                                                             
56 Cutlip Et.al. effective Public Relation, edisi IX, cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana; 2007), 392 
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(1) Semua pimpinan lembaga madrasah atau sekolah di Pesantren Al Azhar 

di pimpin oleh bagian dari keluarga pesantren sendiri  

(2) Pesantren Al Azhar termasuk kategorisasi pesantren kecil. 

Sebagaimana konsep dari Zamaksari Dhofir Pesantren ini tergolong 

pondok pesantren kecil karena memiliki santri kurang dari 1000 orang.  

       Pondok Pesantren yang memiliki santri kurang dari 1000 orang 

termasuk pesantren kecil. Pesantren ini biasanya berskala lokal pondok 

bahkan ada yang regional.57 Sehingga dalam rangka menyederhanakan 

segala proses dan keuangan Pengasuh Pesantren Al Azhar mengharuskan 

sikap seperti itu. Pemimpin otoriter dalam penelitian Lewin, Lippitt, dan 

White mengeksploitir ketergantungan pengikutnya dengan cara 

menentukan kebijaksanaan kelompok dalam tanpa berkonsultasi terlebih 

dulu pada anggota kelompok. Akan tetapi tidak semua gaya kepemimpinan 

otoriter negatif, lebih lanjut Lippit menjelaskan kepemimpinan ototriter 

dapat lebih produktif pada situasi tertentu dari pada kepemimpinan 

demokratis.58 

2) Komunikasi Organisasi secara Eksternal 

 Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-

undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini melakukan beberapa 

bentuk kegiatan yaitu kegiatan menghadiri pertemuan pembahasan 

Rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren 

Sukorejo, di Pondok Pesantren Demong Situbondo dan di Pondok 

Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 

Forum tersebut menjadi media Pengasuh Pesantren Al Azhar 

Situbondo untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya terhadap 

rancangan undang-undang ini. Kegiatan di Sukorejo misalnya beliau 

menyoroti kebebasan pesantren. Kemudian juga dalam acara di Pondok 

Pesantren Demong Situbondo beliau memberikan kritiknya tentang 

bantuan dana dalam undang-undang pesantren yang sarat dengan 

kepentingan politik penguasa. Pandangan Kiai Nawawi ini selaras dengan 

konsep reposisi peran negara atas agama-agama yang terpenting adalah 

                                                             
57 Zamakhsari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. (Jakarta: LP3ES, 2010), 42. 

58 Zamakhsari Dhofir, Tradisi...., 162 
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negara menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan lagi mengatur, tetapi 

menjadi fasilitator dan hegemoni negara yang amat besar ditiadakan59 

Karena dasar dari ilmu politik mengatakan bahwa pada umumnya setiap 

negara mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli dan sifat mencakup 

semua.60 

Beberapa kegiatan pertemuan yang dilakukan pengasuh pesantren 

Al Azhar tersebut merupakan bagian dari komunikasi eksternal organisasi, 

karena hadirnya Kiai Nawawi sebagai representasi dari lembaga yang di 

pimpinnya.  

Berdasarkan deskripsi dari data yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang penulis lakukan 

dengan menggunakan teori komunikasi organisasi R. Wayne Pace dan Don 

F. Faules dan Redding and Sanborn, ditemukan temuan penelitian 

sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 4.6 

Temuan Penelitian 

                                                             
59 Sofyan Hadi, Relasi Dan Reposisi Agama dan Negara, RI’AYAH, Vol. 03, No. 01 Januari-Juni 2018, 27 

60 Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta; UNY Press 2016), 20 

No. Fokus Temuan 

1 

Apa pandangan Pondok 
Pesantren Salafiyah 
Syafi’iyah Sukorejo dan 
Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar 
Situbondo dalam Menyikapi 
Undang-undang No. 18 
Tahun 2019 Tentang 
Pesantren ? 

Perbedaan pandanagn Pesantren Sukorejo dan 
Pesantren Al Azhar Situbondo dalam menyikapi 
Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang 
Pesantren. 
1. Pondok Pesantren Sukorejo mengapresiasi 

dengan tetap melakukan kajian-kajian. 
2. Pesantren Al Azhar Situbondo dengan sikap 

menolak.  

2 

Bagaimana komunikasi 
organisasi Pondok 
Pesantren Salafiyah 
Syafi’iyah Sukorejo dan 
Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar 
Situbondo dalam Menyikapi 
Undang-undang No. 18 
Tahun 2019 Tentang 
Pesantren? 

Komunikasi organisasi yang dilakukan Pesantren 
Sukorejo dalam menyikapi Undang-undang No. 
18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat di 
golongkan menjadi 2 bentuk. 
1. Komunikasi internal  

Komunikasi internal yang dilakukan adalah  
a. Menerima laporan dari alumni pesantren  
b. Mengadakan rapat konseptual. 

2. Komunikasi eksternal.  
Komunikasi secara eksternal yang dilakukan 
diantaranya : 



Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo dalam 
Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019  

Tentang Pesantren 

118 Hak Cipta © 2024 Indonesian Journal of Islamic Communication 
 

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tujuan akhir dalam sebuah penelitian adalah pada tahap menyimpulkan 

berdasarkan data-data dan analisis kajian sebelumnya serta hasil dari sebuah 

pembahasan. Berdasarkan hal itu penulis memberikan sebuah kesimpulan bahwa : 

1. Adanya perbedaan pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam 

Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Pondok 

Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi dengan tetap melakukan kajian, 

sementara Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo bersikap menolak. Pandangan 

berbeda dari dua Pondok Pesantren ini merupakan sebuah sudut pandang 

subjektif. Sedangkan aktifitas penanganan pesan yang dilakukan merupakan sudut 

pandang objektif pesantren. 

Komunikasi organisasi yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 

dapat di golongkan menjadi 2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan 

komunikasi organisasi secara eksternal. Komunikasi secara internal diantaranya 

adalah menerima laporan dari pengurus pesantren dan mengadakan rapat 

konseptual. Sementara komunikasi secara eksternal diantaranya adalah 

mengadakan halaqoh bersama para pengasuh pesantren, mengirimkan surat resmi 

kepada pemerintah, mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren 

provinsi Jawa Timur dan Pengasuh melakukan komunikasi langsung kepada 

Presiden Jokowi. 

 

 

  

 

a. Mengadakan halaqoh dengan para 
pengasuh pesantren, 

b. Mengirimkan surat resmi kepada 
pemerintah 

c. Mengadakan halaqoh raperda 
pengembangan pesantren provinsi Jawa 
Timur  

d. Pengasuh melakukan komunikasi langsung 
kepada Presiden 
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